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BAB IV 
PENGERTIAN KLHS 

 
4.1 Pengertian KLHS 

UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup menyatakan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis; yang 

selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, 

menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip 

pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam 

pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau 

program  

4.2 Tujuan dan Manfaat KLHS 

- Tujuan Utama KLHS memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan 

telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan. 

- KLHS merupakan upaya mencari terobosan dan memastikan bahwa 

pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program 

prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sudah dipertimbangkan. 

- KLHS bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana 

dan/atau program ‘lebih hijau’ dalam artian dapat menghindarkan atau 

mengurangi dampak negatif terhadap  lingkungan hidup. 

- KLHS berarti juga menerapkan prinsip precautionary principles, dimana 

kebijakan, rencana dan/atau program menjadi garda depan dalam 

menyaring kegiatan pembangunan yang berpotensi mengakibatkan 

dampak negatif terhadap   lingkungan hidup.  
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- KLHS bermanfaat untuk memfasilitasi dan menjadi media proses 

belajar bersama antar pelaku pembangunan, dimana seluruh pihak yang 

terkait penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program 

dapat secara aktif mendiskusikan seberapa jauh substansi kebijakan, 

rencana dan/atau program yang dirumuskan telah mempertimbangkan 

prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.  

- Melalui proses KLHS, diharapkan pihak-pihak yang terlibat dalam 

penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program dapat 

mengetahui dan memahami pentingnya menerapkan prinsip-prinsip 

pembangunan berkelanjutan dalam setiap penyusunan dan evaluasi  

kebijakan, rencana dan/atau program  

 

4.3 Pendekatan dan Prinsip-prinsip KLHS 

KLHS ditujukan untuk menjamin pengarusutamaan pembangunan 

berkelanjutan dalam pembangunan. Oleh karena itu, KLHS dibangun 

melalui pendekatan pengambilan keputusan berdasarkan masukan 

berbagai kepentingan.  Makna pendekatan tersebut adalah bahwa 

penyelenggaraan KLHS tidak ditujukan untuk menolak atau sekedar 

mengkritisi kebijakan, rencana dan/atau program, melainkan untuk 

meningkatkan kualitas proses dan produk kebijakan, rencana dan/atau 

program, khususnya dari perspektif pembangunan berkelanjutan. KLHS 

adalah strategi yang cenderung bersifat ”persuasif” dalam pengertian 

lebih mengutamakan proses pembelajaran dan pemahaman para 

pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyusunan dan evaluasi 

kebijakan, rencana dan/atau program agar lebih memperhatikan prinsip-

prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam kerangka pendekatan ini, 6 

(enam) prinsip KLHS seyogyanya dianut, sebagaimana dijelaskan berikut 

ini: 
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Prinsip 1: Penilaian Diri (Self Assessment)  

Makna prinsip ini adalah sikap dan kesadaran yang diharapkan muncul 

dari diri pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses penyusunan 

dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program agar lebih 

memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan 

mempertimbangkan prinsip-prinsip tersebut dalam setiap keputusannya. 

Prinsip ini berasumsi bahwa setiap pengambil keputusan secara apriori 

mempunyai tingkat kesadaran dan kepedulian atas lingkungan. KLHS 

menjadi media atau katalis agar kesadaran dan kepedulian tersebut 

terefleksikan dalam proses dan terformulasikan dalam produk 

pengambilan keputusan untuk setiap kebijakan, rencana dan/atau 

program. 

 

Prinsip 2: Penyempurnaan Kebijakan, Rencana dan/atau program 

(Improvement of the Policy, Plan, and/or Program)  

Prinsip ini menekankan pada upaya untuk penyempurnaan pengambilan 

keputusan suatu kebijakan, rencana dan/atau program. KLHS tidak 

menghambat proses perencanaan kebijakan, rencana dan/atau program, 

melainkan menjadi media atau katalisator untuk memperbaiki proses dan 

produk kebijakan, rencana dan/atau program. Prinsip ini berasumsi bahwa 

perencanaan kebijakan, rencana dan/atau program di Indonesia selama ini 

belum mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan secara optimal 

dan KLHS dapat memicu perbaikan atau penyempurnaan kebijakan, 

rencana dan/atau program bersangkutan. 

 

Prinsip 3: Peningkatan Kapasitas dan Pembelajaran Sosial (Social 

Learning and Capacity Building) 
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Prinsip ini menekankan bahwa integrasi KLHS dalam perencanaan 

kebijakan, rencana dan/atau program harus menjadi media untuk belajar 

bersama khususnya tentang isu-isu pembangunan berkelanjutan, baik bagi 

masyarakat umum dan khususnya bagi para birokrat dan pengambil 

keputusan. KLHS harus memungkinkan seluruh pemangku kepentingan 

yang terlibat dalam perencanaan kebijakan, rencana dan/atau program 

untuk meningkatkan kapasitasnya mengapresiasi lingkungan hidup dalam 

keputusannya. Melalui KLHS, dapat dicapai masyarakat, birokrat, dan 

pengambil keputusan yang lebih cerdas dan kritis dalam menentukan 

keputusan pembangunan agar berkelanjutan.  

 

Prinsip 4: Memberi Pengaruh pada Pengambilan Keputusan 

(Influencing Decision Making) 

Prinsip ini menekankan bahwa KLHS harus memberikan pengaruh yang 

positif pada pengambilan keputusan. KLHS akan mempunyai makna 

apabila pada akhirnya dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, 

khususnya untuk memilih atau menetapkan kebijakan, rencana dan/atau 

program yang lebih menjamin pembangunan yang berkelanjutan.  

 

Prinsip 5: Akuntabel (Accountable) 

Prinsip ini menekankan bahwa KLHS harus diselenggarakan secara 

terbuka dan bertanggungjawab, sehingga dapat dipertanggung-jawabkan 

pada publik secara luas. Azas akuntabilitas KLHS sejalan dengan semangat 

akuntabilitas dari kebijakan, rencana dan/atau program itu sendiri, sebagai 

bagian dari prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance). 

Pelaksanaan KLHS dapat lebih menjamin akuntabilitas perumusan 

kebijakan, rencana dan/atau program bagi seluruh pihak. KLHS tidak 
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ditujukan untuk menjawab tuntutan para pihak, karena lingkup KLHS 

terbatas, sedangkan tuntutan dapat berdimensi luas.  

 

Prinsip 6: Partisipatif 

Prinsip ini menekankan bahwa KLHS harus dilakukan secara terbuka dan 

melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dengan kebijakan, rencana 

dan/atau program. Prinsip ini telah menjadi amanat dalam Undnag-

undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, dan harus diwadahi dalam penyelenggaraan KLHS. 

Dengan prinsip ini diharapkan proses dan produk kebijakan, rencana 

dan/atau program semakin mendapatkan legitimasi atau kepercayaan 

publik. 
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